Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Menur Nomor 31A Surabaya 60285
Telepon (031) 5967387, Faksimile (031) 5932419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Nomor: 100.3.3/ 2]  /436.7.10/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

"

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2005 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah untuk mendukung
penyelenggaraan pelayanan publik prima;

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang
baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna
Jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
standar pelayanan dan maklumat pelayanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu
ditetapkan maklumat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Maklumat Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup , sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
merupakan  pemnyataan kesanggupan dan kewajiban dalam
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Padatanggal : (J 4 JAN 2024




PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Menur Nomor 31A Surabaya 60285
Telepon (031) 5967387, Faksimile (031) 5932419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Nomor : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang
baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna
jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan

standar pelayanan dan maklumat pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan
standar pelayanan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan
Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

6. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup , sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Standar pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

meliputi :

2

10.

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN  KELAYAKAN  LINGKUNGAN HIDUP  (SKKLH)
(DOKUMEN AMDAL BARU/ ANDAL RKL-RPL);

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) ATAU
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
(PERSETUJUAN DELH) (DOKUMEN ADDENDUM ANDALM RKL-RPL
ATAU DELH);

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PERUBAHAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA PENYUSUNAN DOKUMEN
LINGKUNGAN BARU DENGAN PENCABUTAN (AMDAL/ ADDENDUM
ANDAL, RKL-RPL/ DELH);

PENERBITAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PERSETUJUAN PKPLH)
(FORMULIR  UKL-UPL  ATAU DOKUMEN  PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (DPLH));

PENERBITAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TANPA
PENYUSUNAN DOKUMEN  LINGKUNGAN BARU DENGAN
PENCABUTAN (UKL-UPL/ DPLH);

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH —
BARU DAN PERUBAHAN,;

SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL PERSETUJUAN TEKNIS
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH;

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KOTA;

PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL PERSETUJUAN
TEKNIS PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SKALA KOTA,;

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU
EMISI;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
KEENAM

11. PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL PERSETUJUAN

TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISE
12. IJIN PEMAKAIAN RUANG TERBUKA HIJAU,
13. IJIN PENEBANGAN POHON;
14, IJIN BARU PEMBUANGAN SAMPAH;
15. PERPANJANGAN IJIN PEMBUANGAN SAMPAH;
16. [JIN PENGANGKUTAN JENAZAH/KERANGKA;
17. [JIN PERABUAN JENAZAH/KERANGKA,;
18. IJIN PEMINDAHAN JENAZAH/KERANGKA,;

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, seluruh
pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti  ketentuan

sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Kepulusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup No 000.8.3.2/830/436.7.10/2023 Tentang Standart
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Padatanggal , 02 Januari 2024

> Utama Muda
NIP 196906291989031002



Lampiran |
Nomor : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024
Tanggal: 02 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) (DOKUMEN AMDAL BARU/ ANDALM RKL-RPL)

NO KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Persyaratan Persyaratan Pemohon Perorangan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan;

3. Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan Rencana
Kota(KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP);

4. Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL,;

5. Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL;

6. Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL
tentangpenyusunan dokumen AMDAL; [

7. Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam
pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri
dari;

a. Gambar denah (skala 1:100/1:200);

b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);

c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala
1:100/1:200);

8. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan/atau
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau
Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracuan Skala Kota;

9. Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3;

10. Rekomendasi Andalalin;

[ 11. Rekomendasi Sistem Drainase;

12. Profil Perusahaan;

13. Nomor Induk Berusaha (NIB);

14. Draft Formulir Kerangka Acuan; ANDAL; RKL-RPL.

Persyaratan Pemohon Badan Hukum:

| 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

| 2. Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau
didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk
badan hukum;

3. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan;

4. Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan Rencana
Kota (KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP);

5. Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL;

6. Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL;

7. Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL tentang
penyusunan dokumen AMDAL;

8. Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam
pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri




a. Gambar denah (skala 1:100/1:200),
b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);
c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);

9.

10.
11.
12
13.
14.
15.

dari

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan/atau
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau
Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracuan Skala Kota;

Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3;

Rekomendasi Andalalin;

Rekomendasi Sistem Drainase;

Profil Perusahaan;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Draft Formulir Kerangka Acuan; ANDAL; RKL-RPL.

Sistem, Mekanisme ,
dan Prosedur

Penerbitan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan dan
Pelaksanaan Rapat Formulir Kerangka Acuan

1.

2.

10.

Pemohon mengajukan draft Formulir Kerangka Acuan (KA) ke I'
DPMPTSP melalui sistem SSW Alfa; ‘
Petugas back office (DPMPTSP) menerima berkas permohonan
untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas. Jika berkas
sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas
tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon;

Petugas administrasi DLH menerima berkas permohonan dari
petugasback office (DPMPTSP) untuk dilakukan pemeriksaan
kelengkapan/kebenaran syarat administrasi. Jika berkas sesuai
maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak
sesuai maka dikembalikan kepemohon;

Sekretaris DLH menerima berkas permohonan dari petugas
administrasi untuk dilakukan pendistribusian ke Kepala Bidang
Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
menerima berkas permohonan dari Sekretaris DLH untuk
dilakukan pendistribusian ke Ketua Tim Kerja Pelayanan
Persetujuan Lingkungan;

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan menerima
berkas permohonan dari Kepala Bidang Penataan dan
Pengawasan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pendistribusian
berkas ke petugas teknis (verifikator teknis);

Petugas Teknis (verifikator teknis) menerima berkas permohonan
dari Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan untuk
dilakukan pengujian administrasi Formulir Kerangka Acuan dan
penjadwalan Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA); |
Anggota Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya melaksanakan
Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA);

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
menyampaikan hasil Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka
Acuan (KA) kepada petugas DPMPTSP untuk disampaikan ke
pemohon,

Petugas DPMPTSP menyampaikan hasil Rapat Pemeriksaan
Formulir Kerangka Acuan (KA) ke pemohon untuk dilakukan
penyusunan Dokumen ANDAL, RKL-RPL;




10.

14.

12.

13.

Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

(SKKLH) serta Pelaksanaan Sidang ANDAL, RKL-RPL

Pemohon mengajukan draft dokumen Addendum ANDAL, RKL-
RPL ke DPMPTSP melalui sistem SSW Alfa;

Petugas back office (DPMPTSP) menerima berkas permohonan
untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas. Jika berkas
sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas
tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon;

Petugas administrasi DLH menerima berkas permohonan dari
petugas back office (DPMPTSP) untuk dilakukan pemeriksaan
kelengkapan/ kebenaran syarat administrasi. Jika berkas sesuai
maka ke mekanisme

Sekretaris DLH menerima berkas permohonan dari petugas
administrasi untuk dilakukan pendistribusian ke Kepala Bidang
Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
menerima berkas permohonan dari Sekretaris DLH untuk
dilakukan pendistribusian ke Ketua Tim Kerja Pelayanan
Persetujuan Lingkungan;

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan menerima
berkas permohonan dari Kepala Bidang Penataan dan
Pengawasan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pendistribusian
berkas ke petugas teknis (verifikator teknis);

Petugas Teknis (verifikator teknis) menerima berkas
permohonan dari Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan
Lingkungan untuk dilakukan pengujian administrasi draft
dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL dan penjadwalan
sidang;

Anggota Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya melaksanakan
siding Addendum ANDAL, RKL-RPL;

Petugas teknis (verifikator teknis) menyampaikan hasil siding
Addendum ANDAL, RKL-RPL kepada pemohon untuk dilakukan
perbaikan;

Pemohon mengajukan draft Addendum ANDAL, RKL-RPL hasil
penyempurnaan (revisi) ke DLH;

Petugas teknis (verifiaktor teknis) menerima perbaikan
permohonan dari pemohon untuk dilakukan pemeriksaan
substansi sesuai dengan hasil sidang Addendum ANDAL, RKL-
RPL. Jika perbaikan permohonan telah memenuhi semua
tanggapan substansi sesuai dengan hasil sidang maka ke
mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas belum
memenuhi tanggapan substansi sesuai dengan hasil sidang
maka dikembalikan ke pemohon;

Petugas teknis (verifikator teknis) membuat draft Persetujuan
Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup (SKKLH);

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan
memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan memberi
paraf persetujuan;




14. Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan memberi
paraf persetujuan;

15. Sekretaris DLH memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk
penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
(SKKLH) dan memberi paraf persetujuan;

16. Kepala DLH mengesahkan Persetujuan Teknis untuk penerbitan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);

17. Petugas Teknis (verifikator teknis) melakukan penomoran
Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan mengirim ke
Petugas DPMPTSP;

18. Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH);

19. Pemohon dapat cetak mandiri Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH melalui SSW Alfa.

3 | Jangka Waktu
Pelayanan

30 (Tiga Puluh) hari kerja

4 | Biaya

Non Retribusi
Perda: -

5 | Produk Pelayanan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

6 | Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Petugas ...

Sms centre : 0812 3025 7000

Hotline : ...........

Website : dih.perizinan@surabaya.go.id
Email : dlh.perizinan@surabaya.go.id

h PG o

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122

Email : mediacenter.surabaya.go.id
Instagram : @sapawarga

Twitter : @sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenadi Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa




" Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji |

Kelayakan Lingkungan Hidup
2 | Sarana dan _H: Sarana: -
prasarana, dan/atau
. fasilitas ~' 1. Kompuler
‘ i 2. Printer
| [ ' 3. Wifi
|
- Prasarana :
‘ | 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu
| ‘ 2. Parkir
"3 | Kompetensi | 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun |
! Pelaksana . tulisan:
| ‘2. Berorientasi pada pelayanan; i
| 1 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; l
! ’ 4. Mampu menganalisa kebenaran data;
| [ /5. Disiplin; |
i = 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan ‘
} 4 | Pengawasan | 1. Dilakukan oleh atasan langsung; e
Internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu;
S _| _3.__Ko_nsi§ten__d91am me_mbe_(iianjegur_an dan sanksi; N L
| 5 | Jumlah Pelaksana | 10 Orang i
6 ‘ Jaminan_Pelayanan | Pelayanan dap_at_cepat. tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap
~dan dapat dipertanggungjawabkan |
7 | Jaminan keamanan | Berusaha semaksimal munakin untuk melaksanakan pelayanan \
dan keselamatan  sesuai dengan standar pelayanan 1
_ pelayanan
8 |EvaluasiKinerja i"fjil_akukén evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan |
t | Pelaksana '

Rl - Utama Muda
NIP 196906291989031002



Lampiran Il
Nomor : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024
Tanggal: 02 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH) ATAU PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP (PERSETUJUAN DELH) (DOKUMEN ADDENDUM ANDAL RKL-RPL

NO

KOMPONEN

ATAU DELH)

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

|

1

Persyaratan

1
2.
3.

o

9.

10.
1.
12
13.
14.

1
2,

Persyaratan Pemohon Perorangan:

Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan;

Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan

Rencana Kota (KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKRP);

Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL,;

Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL;

Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL tentang

penyusunan dokumen AMDAL;

Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam

pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri

dari:

a. Gambar denah (skala 1:100/1:200);

b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);

c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala
1:100/1:200);

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;

dan/atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracuan Skala Kota;

Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3;

Rekomendasi Andalalin;

Rekomendasi Sistem Drainase;

Profil Perusahaan;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Draft Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH.

Persyaratan Pemohon Badan Hukum:

Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau
didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon
berbentuk badan hukum;

Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan;

Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan
Rencana Kota (KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKRP);

Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL;




10.
11
12.
13.
14.
15.

Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL;

Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL tentang

penyusunan dokumen AMDAL,;

Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam

pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri

dari:

a. Gambar denah (skala 1:100/1:200);

b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200),

c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala
1:100/1:200);

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;

dan/atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracuan Skala Kota;

Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3;

Rekomendasi Andalalin;

Rekomendasi Sistem Drainase;

Profil Perusahaan;

Nomor Iinduk Berusaha (NIB);

Draft Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH.

Sistem, Mekanisme ,
dan Prosedur

Pemohon mengajukan draft dokumen Addendum ANDAL, RKL-
RPLatau DELH ke DPMPTSP melalui sistem SSW Alfa;
Petugas back office (DPMPTSP) menerima berkas permohonan
untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas. Jika berkas
sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas
tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon;

Petugas administrasi DLH menerima berkas permohonan dari
petugas back office (DPMPTSP) untuk dilakukan pemeriksaan
kelengkapan/ kebenaran syarat administrasi. Jika berkas sesuai
maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak
sesuai maka dikembalikan ke pemohon;

Sekretaris DLH menerima berkas permohonan dari petugas
administrasi untuk dilakukan pendistribusian ke Kepala Bidang
Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
menerima berkas permohonan dari Sekretaris DLH untuk
dilakukan pendistribusian ke Ketua Tim Kerja Pelayanan
Persetujuan Lingkungan;

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan menerima
berkas permohonan dari Kepala Bidang Penataan dan
Pengawasan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pendistribusian
berkas ke petugas teknis (verifikator teknis);

Petugas Teknis (verifikator teknis) menerima berkas
permohonan dari Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan
Lingkungan untuk dilakukan pengujian administrasi draft
dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH dan
penjadwalan sidang;

Anggota Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya melaksanakan
siding Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH;

Petugas teknis (verifikator teknis) menyampaikan hasil siding




10.

11:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH kepada pemohon
untuk dilakukan perbaikan;

Pemohon mengajukan draft Addendum ANDAL, RKL-RPL atau
DELH hasil penyempurnaan (revisi) ke DLH;

Petugas teknis (verifiaktor teknis) menerima perbaikan
permohonandari pemohon untuk dilakukan pemeriksaan
substansi sesuai dengan hasil sidang Addendum ANDAL, RKL-
RPL atau DELH. Jika perbaikan permohonan telah memenuhi
semua tanggapan substansi sesuai dengan hasil sidang maka
ke mekanisme selanjutnya, sedangkan berkas belum
memenuhi tanggapan substansi sesuai dengan hasil sidang
maka dikembalikan ke pemohon;

Petugas teknis (verifikator teknis) membuat draft Persetujuan
Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH;

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan
memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan
DELH dan memberi paraf persetujuan;

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan
DELH dan memberi paraf persetujuan;

Sekretaris DLH memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk
penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
(SKKLH)/ Persetujuan DELH dan memberi paraf persetujuan;
Kepala DLH mengesahkan Persetujuan Teknis untuk
penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
(SKKLH)/ Persetujuan DELH;

Petugas Teknis (verifikator teknis) melakukan penomoran
Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH dan
mengirim ke Petugas DPMPTSP;

Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH;

Pemohon dapat cetak mandiri Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH melalui SSW
Alfa.

3 | Jangka Waktu
| Pelayanan

25 (Dua Puluh Lima) hari kerja

4 Biaya

Non retribusi
Perda: -

5 Produk Pelayanan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau
Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

6 | Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1

Petugas . ...

Sms centre : 0812 3025 7000

Hotling: ...

Website : dlh.perizinan@surabaya.go.id

sl ol S o




5. Email : dlh.perizinan(@surabaya.go.id

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122
Email : mediacenter.surabaya.go.id
Instagram : (@sapawarga

Twitter : (@sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby

|
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PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia 5 Tahun 2021
tentangPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 Tahun 2021

tentangPenyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republikindonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenadi
Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa
Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup

2 | Sarana dan Sarana :
prasarana, dan/atau 1. Komputer
fasilitas 2. Printer
3. Dst...
Prasarana :
1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu
2. Parkir
3 | Kompetensi 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun
Pelaksana tulisan;
2. Berorientasi pada pelayanan;
3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
4. Mampu menganalisa kebenaran data;
5. Disiplin;
6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4 | Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh
Internal tanggung jawab;
2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5 | Jumlah Pelaksana 10 Orang
6 Jaminan Pelayanan | Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7 | Jaminan keamanan#_Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan |




| ‘ dan keselamatan | sesuai dengan standar pelayanan
pelayanan

"8 |EvaluasiKinerja | Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

| Pelaksana i

NIP 196906291989031002



Lampiran Il
Nomor : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024
Tanggal: 02 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
TANPA PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN BARU DENGAN PENCABUTAN (AMDAL/
ADDENDUM ANDAL, RKL-RPL/ DELH)

NO

KOMPONEN

" URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Persyaratan

Persyaratan Pemohon Perorangan:

T
2.

w

i

bl

= © o~

1

0.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;

Dokumen AMDAL/ ADDENDUM ANDAL, RKL-RPL/ DELH
lengkap dengan Rekom/SK;

Dokumen Pelaporan 6 bulan sekali melalui aplikasi e-simple;
Profil Perusahaan;

Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung/ Surat
Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan Rencana Kota
(KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP);
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan/atau
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau
Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracuan Skala Kota;

Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Rekomendasi Andalalin

Rekomendasi Sistem Drainase

Nomor Induk Berusaha (NIB).

\Persyaratan Pemohon Badan Hukum:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;

2. Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya ada telah

n

mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau
didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon
berbentuk badan hukum:

Dokumen AMDAL/ ADDENDUM ANDAL, RKL-RPL/ DELH
lengkap dengan Rekom/SK;

Dokumen Pelaporan 6 bulan sekali melalui aplikasi e-simple;
Profil Perusahaan;

Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung
Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan
Rencana Kota (KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKRP);

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
dan/atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracuan Skala Kota;
Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3




g,

10.
11,

Rekomendasi Andalalin
Rekomendasi Sistem Drainase
Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sistem,
Mekanisme |, dan
Prosedur

10.

[ 11.

12.

Pemohon mengajukan permohohan perubahan persetujuan
lingkungan ke DPMPTSP melalui sistem SSW Alfa;

Petugas back office (DPMPTSP) menerima berka permohonan
untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas. Jika berkas
sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas
tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon;

Petugas administrasi DLH menerima berkas permohonan dari
petugas back office (DPMPTSP) untuk dilakukan pemeriksaan
kelengkapan/ kebenaran syarat administrasi. Jika berkas sesuai
maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak
sesuai maka dikembalikan ke pemchon;

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan menerima
berkas permohonan dari petugas administrasi DLH untuk
dilakukan pendistribusian berkas ke petugas teknis (verifikator
teknis);

Petugas Teknis (verifikator teknis) menerima berka permohonan
dari Ketua Tim Kerja Penan Persetujuan Lingkungan untuk
dilakukan pemeriksaan substansi perubahan Persetujuan
Lingkungan;

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan
mempelajari dan menanggapi tanggapan dari verifikator teknis
dan memberikan paraf surat tanggapan pengembalian berkas;
Petugas teknis (verifikator teknis) menyampaikan tanggapan
pemeriksaan substansi perubahan Persetujuan Lingkungan
kepada pemohon;

Petugas teknis (verifiaktor teknis) menerima perbaikan
permohonan dari pemohon untuk dilakukan pemeriksaan
substansi sesuai dengan hasil tanggapan. Jika perbaikan
permohonan telah memenuhi semua tanggapan substansi
maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas belum
memenuhi tanggapan substansi maka dikembalikan ke
pemohon;

Petugas teknis (verifikator teknis) membuat draft Persetujuan
Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH;

Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan
memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan
DELH dan memberi paraf persetujuan;

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan
DELH dan memberi paraf persetujuan;

Sekretaris DLH memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk
penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

!
|




(SKKLHY)/ Persetujuan DELH dan memberi paraf persetujuan;

13. Kepala DLH mengesahkan Persetujuan Teknis untuk
penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
(SKKLH)/ Persetujuan DELH,;

14. Petugas Teknis (verifikator teknis) melakukan penomoran
Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH dan
mengirim ke Petugas DPMPTSP;

15. Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH;

16. Pemohon dapat cetak mandiri Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH melalui SSW
Alfa.

3 | Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja
Pelayanan B
4 | Biaya Non retribusi
Perda: -
5 | Produk Pelayanan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau
Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
6 | Penanganan, L. Petugas T
Pengaduan, Saran | > = §ms centre : 0812 3025 7000
4an MasUean 3. Hotline: .....
4. Website : dlh.perizinan@surabaya.go.id
5. Email : dlh.perizinan@surabaya.go.id

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122
Email : mediacenter.surabaya.go.id
Instagram : (@sapawarga

Twitter : (@sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

3. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenadi Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi

[




l " Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
! Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana telah
! | diubah menjadi Peraturan Walikota Surabaya No. 6 Tahun
| | 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya

i . No. I Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Surabaya No. 21 |
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
i Walikota Surabaya No. | Tahun 2015

— TPemmme B

Sarana : ' ]

2 |' Sarana dan |
|prasarana, dan/atau 1. Komputer
| fasilitas | 2. Printer
| 3. Dst...
i | Prasarana :
| 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu
[ 2. Parkir _L
3 | Kompetensi _! 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun
| Pelaksana i tulisan;

2. Berorientasi pada pelayanan;

3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
‘ 4. Mampu menganalisa kebenaran data;

5. Disiplin; [

6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan "

4 | Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan Iangsung dengan penuh |
Internal . tanggung jawab;
2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten

|
]

5 | Jumlah Pelaksana | 10 Orang

6 | Jaminan Pelayanan ‘Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan !

" - I Sy = _F

‘ Jaminan keamanan | Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan

3 |
dan keselamatan  sesuai dengan standar pelayanan |
peiayanan

8 Ev_aa_fuasﬁ‘(in_er]a B _ Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu | pelayanan

Peiaksana |
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